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• Pelayanan kesehatan;

• pelayanan kebersihan

• pelayanan parkir di tepi jalan umum

• pelayanan pasar

• pengendalian lalu lintas

Retribusi Jasa Umum

• penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

• penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam 
lingkungan tempat pelelangan

• penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

• penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila

• pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

• pelayanan jasa kepelabuhanan

• pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

• pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air

• penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

• pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat 
Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Jasa Usaha

• persetujuan bangunan gedung

• penggunaan tenaga kerja asing

• pengelolaan pertambangan rakyat

Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis dan 
Obyek 

Retribusi
Pasal 88

UU 1/2022
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PROGRAM PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANUSIA TA 2024

Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsionalbagi APIP daerah dalam rangka 
penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri 
(urusanpolitik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan 
kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah unsur kewilayahan, 
unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, pembangunan daerah).

Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan 
pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan 
pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan 
peraturan perundang-undangan
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AMANAT PERMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN 2023

2. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH. 

b) penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan: (1) undang-undang 

nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk target penerimaan 

sampai dengan paling lama 4 januari 2024; dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 2022 

untuk target penerimaan paling lambat 5 januari 2024 sampai dengan 31 desember 2024

m) penganggaran pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah 

dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan 

tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam apbd sesuai 

dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022.

o) kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan 

berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023.



PENGANGGARAN PENYELENGGARAAN PROGRAM 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

(PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)

ALTERNATIF 1

• PEMERINTAH KABUPATEN KOTA MENGANGGARKAN 

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 

PEMERINTAH PROVINSI, YANG AKAN MELAKSANAKAN 

DIKLAT ASN KABUPATEN KOTA BERSANGKUTAN.

• PEMERINTAH PROVINSI MENGANGGARKAN PENDAPATAN 

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS, SEKALIGUS 

MENGANGGARKAN BELANJA PENYELENGGARAAN DIKLAT 

BAGI ASN KABUPATEN KOTA BERSANGKUTAN.

ALTERNATIF 2

• PEMERINTAH KABUPATEN KOTA MENGANGGARKAN 

BELANJA KONTRIBUSI ATAU BELANJA BIMTEK KEPADA 

PEMERINTAH PROVINSI, YANG AKAN MELAKSANAKAN 

DIKLAT ASN KABUPATEN KOTA BERSANGKUTAN.

• PEMERINTAH PROVINSI MENGANGGARKAN 

PENDAPATAN KERJASAMA DAERAH PADA LAIN-LAIN 

PAD, SEKALIGUS MENGANGGARKAN BELANJA 

PENYELENGGARAAN DIKLAT BAGI ASN KABUPATEN KOTA 

BERSANGKUTAN
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SOLUSI
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